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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiris mengenai pengaruh kualitas
pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 pada Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan. Teknik sampling
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Purposive (teknik
penentuan sampel berdasarkan pertimbangan), untuk mengetahui pengaruh
kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian dilakukan
dengan metode wawancara dan survey kuesioner pada Bendahara Yayasan yang
pernah menjabat di Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kualitas
pelayanan pajak yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
Belawan, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Yayasan
Pendidikan Islam Annur Prima Medan khususnya pada pelaporan SPT Tahunan
Badan Nihil.

Kata kunci: Kualitas Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, SPT
Tahunan Badan Nihil, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan.



ABSTRACT

This study aims to examine empirically about the influence of the quality of tax
services, on taxpayer compliance with Income Tax (PPh) Article 21 at the Annur
Prima Islamic Education Foundation Medan. The sampling technique used in this
study is purposive sampling (sampling technique based on consideration), to
determine the effect of tax service quality on Tax Compliance. The study was
conducted by interview method and questionnaire survey at the Treasurer of the
Foundation who had served at the Islamic Education Foundation Annur Prima
Medan.

Based on the results of research conducted it can be seen that the quality of tax
services provided by the Medan Belawan Primary Tax Service Office, has a
significant effect on the compliance of the Islamic Education Foundation Annur
Prima Medan Taxpayers, especially in reporting the Annual SPT of the Zero
Agency.

Keywords: Tax Service Quality, Taxpayer Compliance, Zero Agency Annual

Tax Return, Income Tax (PPh) Article 21 Islamic Education
Foundation Annur Prima Medan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting dalam
kelangsungan hidup negara Indonesia. Pajak sebagai sumber penerimaan negara
dan daerah yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan.
Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah
dan masyarakat. Hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut dapat berjalan
sesuai keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pembangunan di Indonesia masih jauh dari kata cukup, bahkan fasilitas-
fasilitas umum masih banyak yang perlu diperbaiki. Kondisi seperti ini
dipengaruhi oleh ketidakpatuhan Wajib Pajak itu sendiri dalam membayar pajak,
padahal pajak yang dibayarkan nantinya akan dirasakan oleh masyarakat itu
sendiri yang berupa fasilitas umum. Namun kebanyakan masyarakat tidak tahu
akan hal itu. Masyarakat perlu memahami peranan pengetahuan pajak dengan
benar karena hal ini sangat penting dalam memajukan pajak di Indonesia.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak
adalah kualitas pelayanan pajak (fiskus) dan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.
Kualitas pelayanan pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
karena apabila fiskus tidak atau kurang mensosialisasikan kepada masyarakat
betapa pentingnya membayar pajak, maka wajar saja Wajib Pajak tidak paham

dan tidak patuh untuk beban kewajiban membayar pajaknya.



Pemungutan pajak bukan pekerjaan mudah disamping peran aktif dari
petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri.
Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting.
Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain yaitu bahwa hasil
pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para Wajib
Pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu bentuk konkret imbalan
dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam
membangun kesadaran Wajib Pajak melaksanakan kewajiban membayar
pajaknya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak. Disisi
lain ancaman, hukuman, maupun sanksi dalam Undang-undang sudah cukup jelas
terhadap Wajib Pajak yang masih mengabaikan kewajiban pajak.

Penerapan Self Assessment System menyebabkan kebenaran pembayaran
pajak tergantung pada kejujuran Wajib Pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban
perpajakannya. Negara sudah cukup baik untuk mempercayakan kepada Wajib
Pajak untuk menghitung sendiri beban pajaknya. Maka dari itu kepatuhan Wajib
Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap seseorang atau Wajib Pajak yang
melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Hal yang mempengaruhi tinggi
rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran Wajib Pajak dalam
membayar tepat waktu.

Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri Wajib Pajak sendiri, tanpa
memperhatikan adanya sanksi. Meskipun demikian, sulit membedakan apakah
Wajib Pajak itu memenuhi kewajiban perpajakannya didasari oleh kesadaran atau

kepatuhan perpajakan.



Selain karena kepatuhan Wajib Pajak sendiri, ternyata kualitas pelayanan
pajak juga sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak membayar
pajak. Peningkatan kualitas pelayanan fiskus dan kuantitas pelayanan diharapkan
dapat memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak yang menjadi upaya dalam
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Karena dengan pelayanan terbaik dapat
mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Adapun kondisi
tingkat kepatuhan Wajib Pajak ditahun 2018 disebabkan adanya kebijakan Tax
Amnesty atau pengampunan pajak yang dikeluarkan oleh DJP.

Fenomena yang terjadi pada Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan
terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Badan adalah pihak yayasan kurang
pemahaman akan wajibnya melaporkan pajak yayasannya. Dari sejak berdirinya
Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan di tahun 1997, Yayasan tersebut
sama sekali tidak pernah melaporkan pajaknya karena merasa tidak perlu.
Ditambah lagi pihak Yayasan pernah merasa tidak puas atas pelayanan yang
diberikan oleh aparat pajak. Terutama saat pelaporan pajaknya ke KPP terdekat.
Tidak maksimalnya pelayanan aparat pajak, semakin mengurungkan niat pihak
yayasan untuk segera melaporkan kewajiban perpajakannya. Seperti saat
terjadinya antrian yang panjang di KPP dan kehadiran yang tidak tepat waktu oleh
sebagian aparat pajak, hal ini tentunya sangat meresahkan bagi pihak Yayasan
Pendidikan Islam Annur Prima Medan khususnya bendahara yayasan yang mana
masih memiliki kepentingan pekerjaan lain yang juga sebagai prioritas.

Salah satu pekerjaan bendahara yang prioritas adalah mengurus pemasukan
dan pengeluaran keuangan Yayasan, yaitu penerimaan uang SPP peserta didik dan

mengatur belanja keperluan ATK seluruh unit baik RA, MIS dan SMP yang



berarti mengharuskan bendahara harus tetap di kantor biro keuangan sekolah
karena sistem pembayaran SPP di Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan
masih secara manual atau tidak melalui transfer bank. Karena hal tersebut maka

bendahara tidak bisa sesering mungkin meninggalkan kantor biro keuangan.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang diangkat dalam
penelitian ini adalah:
a. Kurang maksimalnya pelayanan pajak yang diberikan aparat pajak (fiskus)
terhadap Wajib Pajak pada Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan.
b. Kurangnya pemahaman menyebabkan ketidakpatuhan Yayasan Pendidikan
Islam Annur Prima Medan pada kewajiban perpajakannya.
2. Batasan Masalah
Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, dan untuk
mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan
interoretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan
pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian
adalah kualitas pelayanan pajak (fiskus) terhadap kepatuhan wajib pajak atas
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Wajib Pajak Badan yaitu pada Yayasan

Pendidikan Islam Annur Prima Medan.



C. Rumusan Masalah
Masalah yang terjadi pada saat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan Wajib

Pajak badan atau lembaga dan atau yayasan yang dikenakan Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 21 Badan, cenderung menurun. Apa karena disebabkan Wajib Pajak

pemilik yayasan tidak tahu bahwa yayasan juga wajib melaporkan pajaknya, atau

memang tidak mau tahu dan tidak patuh pada peraturan pajak di negara ini.
Berdasarkan pemikiran latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib
Pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Badan pada Yayasan Pendidikan
Islam Annur Prima Medan?

2. Apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2017 pada

Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka sudah jelas tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi
pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya.
Khususnya kepatuhan pada Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan dan
pelayanan pajak yang sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor

PER-02/PJ2017.



2. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

a. Manfaat Teori

1) Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh kualitas pelayanan
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 Wajib Pajak Badan.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan
konseptual bagi peneliti sejenis maupun penelitian selanjutnya dalam rangka
mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia
pendidikan.

3) Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi
peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau yang berkaitan dengan
masalah ini.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi instansi yang terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam
pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan khusushya
pajak bagi Wajib Pajak Badan dan atau Lembaga/ Yayasan.

2) Sebagai tambahan referensi dan acuan mengenai Wajib Pajak dan khususnya di

Kota Medan.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Teori Atribusi

Teori ini dikemukakan oleh Harold Kelley merupakan perkembangan dari
teori atribusi yang ditemukan oleh Fritz Heider. Teori ini menjelaskan bahwa
ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya
untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal merupakan
perilaku yang berada pada tingkah laku pribadi seorang individu sendiri. Perilaku
yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai
akibat dari pihak luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa
berperilaku demikian oleh suatu kondisi.

Menurut Robbins dan Judge (2011:365), penentuan apakah perilaku
disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi tiga faktor berikut:
a. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada perilaku seorang individu memperlihatkan
perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila
perilaku dianggap biasa maka bisa disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila
perilaku dianggap tidak biasa maka bisa disebabkan secara eksternal.
b. Konsensus

Konsensus mengacu pada semua individu yang menghadapi suatu kondisi
yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus tinggi maka

perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.



c. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespon dalam cara yang
sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara
internal. Sebaliknya jika semakin tidak konsisten maka perilaku tersebut
disebabkan secara eksternal.

Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam model penelitian
ini. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikaitkan dengan sikap dan pelayanan aparat
pajak serta sosialisasi yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk memberikan
pemahaman lebih sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan
tercapainya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2017.

2. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini
menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar bahwa lewat pengamatan dan
pengalaman langsung (Robbins dan Judge, 2011:227). Proses dalam pembelajaran
sosial untuk menentukan pengaruh model pada seorang individu meliputi:

a. Proses perhatian, yaitu proses individu yang mengenali dan mencurahkan
perhatian terhadap sebuah model.

b. Proses penahanan, proses individu mengingat suatu tindakan model setelah
model tersebut tidak lagi tersedia.

c. Proses reproduksi motorik, yaitu proses individu mengubah pengamatan
menjadi tindakan.

d. Proses penegasan, VYyaitu proses individu menampilkan perilaku yang

dicontohkan jika tersedia insentif positif atau negatif.



3. Pengertian Pajak
Menurut Priantara (2012:109) pajak diartikan sebagai iuran partisipasi
seluruh anggota masyarakat kepada negara. Atas pungutan tersebut negara tidak
memberikan kontraprestasi langsung kepada si pembayar pajak. Dengan kata lain
pajak merupakan iuran yang dibayarkan ke negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dari pengertian di atas, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah
sebagai berikut:
a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang
sifatnya dapat dipaksakan.
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public
investment.
e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
4. Fungsi Pajak
Fungsi pajak berkaitan erat dengan manfaat yang diperoleh dari pemungutan
pajak, ada dua fungsi pajak, yaitu:
a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, dimasukkannya pajak

dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Sebagai fungsi penerimaan, pajak
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merupakan sumber penerimaan pemerintah yang dominan karena presentase
penerimaan dari sektor ini cukup besar jika dibandingkan dengan penerimaan dari
sektor-sektor lainnya.
b. Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak Dberfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai fungsi mengatur, pajak bukan saja
merupakan alat untuk mengurangi kesenjangan sosial tetapi juga mengarah pada
pemerataan dalam masyarakat, karena secara tidak langsung pajak dapat
merupakan pembebanan pada barang publik.
5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak dalam negeri.
Penghasilan yang merupakan objek pajak adalah semua penghasilan yang
diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1994,
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6. Subjek Dan Objek Pajak Yayasan Pendidikan

Yayasan Pendidikan merupakan sebuah badan hukum nirlaba yang mana
transaksi keuangannya tidak terlepas dari aspek perpajakan, misal aliran uang
yang masuk ke yayasan pendidikan seperti dana swadana, dana dari pemerintah,
atau sumber dana lainnya. Selain terdapat dana yang masuk, tentu ada pula dana
keluar yang biasanya digunakan untuk belanja barang, belanja jasa, belanja modal,
maupun belanja pegawai.

Dapat disimpulkan bahwa sebuah yayasan pendidikan memiliki kewajiban
untuk mengurus perpajakannya yang berarti sebagai subjek pajak. Jenis pajak
yang harus diurus oleh sebuah yayasan pendidikan adalah Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 21 Badan.

Adapun objek pajak pada yayasan pendidikan yaitu:

OBJEK PAJAK DAN
BUKAN OBJEK PAJAK

YAYASAN
SEKOLAH

OBJEK PAJAK

1. Bantuan atau sumbangan

2. Harta hibahan yang diterima oleh

yayasan atau organisasl yang sejenis

sebagal badan keagamaan/ badan
pendidikan atau badan sosial.

3. Dividen atau bagian laba yang
diterima yayasan yang sejenis dari
penyertcan modal pada badan
usaha.

4. Bantuan atau sumbangan dari
pemerintah.

v online-pajak.com

T pajok

Gambar 2.1. Objek dan Bukan Objek Pajak Yayasan
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7. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan
berdisiplin. Kepatuhan bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau
aturan. Sedangkan Ghozali (2011:173) mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku
seseorang yang sesuai dengan aturan eksplisit suatu perjanjian. Sebagai bagian
dari kepatuhan, Ghozali (2011:174) membedakan kepatuhan dan perjanjian
sebagai perilaku yang sesuai dengan aturan seperti itu karena sistem kepatuhan
perjanjian  tersebut. Istilah  “kepatuhan” umumnya diterapkan dalam
membandingkan perilaku dengan ketentuan tertentu suatu perjanjian, batas
semangat perjanjian dan prinsip-prinsip, norma Internasional implisit,
kesepakatan informal, dan bahkan perjanjian diam-diam.

Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi,
kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang
Perpajakan. Tuntutan kepatuhan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2000 menjelaskan keharusan Wajib Pajak membayar pajak sebagai berikut:

“(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. (2) Jumlah pajak yang
terhutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak
adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan

perpajakan...”
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Supadmi (2010:76) menyatakan bahwa Wajib Pajak bertanggung jawab
menetapkan  sendiri  kewajiban pajaknya secara akurat dan tepat
waktu membayar maupun melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan dan kesadaran
pemenuhan  kewajiban  perpajakan yang tercermin  dalam  kondisi
sebagai berikut:

a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

c. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar.

d. Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2000 batas waktu
pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang untuk suatu saat atau Masa
Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati lima
belas (15) hari setelah saat terhutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.
Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat
dikenakannya sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan
Wajib Pajak menurut Supadmi (2010) merupakan pemenuhan kewajiban
perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan
kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya
dilakukan secara sukarela.

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi sangat penting ketika di Indonesia
menganut sistem Self Assessment sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampai
terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut

menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 18 Tahun
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2000. Menurut Mardiasmo (2011:34), Self Assessment System adalah sistem
pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk
menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Dengan artian, bahwa Wajib
Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar
dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat
waktu dalam melaporkan kewajibannya sendiri.

Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dalam kaitan
ini Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan
adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan
bukti yang dilaksanakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan (Peraturan Menteri Keuangan, nomor
17/PMK.03/2013). Dalam kaitannya dengan akuntansi maka kepatuhan Wajib
Pajak mengandung pengertian tersebut di atas.

8. Pemahaman Wajib Pajak

Sistem self assessment menuntut adanya peran aktif dari masyarakat awam
memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP
diharapkan akan menjadi Wajib Pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Sesuai dengan sistem self assessment yang dianut di Indonesia.
Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban
perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Wajib Pajak juga harus memiliki pemahaman yang baik

tentang peraturan perpajakan yang berlaku.
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Resmi (2017:3) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan
perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan
mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

9. Pelaporan

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk
melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi
dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan
huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta
menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SPT terdiri dari dua jenis yaitu SPT
Masa dan SPT Tahunan.

10. Kualitas Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-
cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta
kepuasan dan keberhasilan (Supadmi, 2017:27). Dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 dijelaskan
bahwa:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik .

Pelayanan dalam hal perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang
diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak untuk membantu Wajib

Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Fuadi, 2013:15).



16

Pelayanan yang berkualitas menurut Supadmi (2010:2) adalah pelayanan
yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan dalam batasan
memenuhi standar pelayanan yang dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan
secara terus-menerus. Kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan
produk, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak
yang menginginkannya. Dengan demikian, kualitas yang dimaksud adalah kondisi
yang menghasilkan:

a. Produk yang memenuhi atau melebihi harapan Wajib Pajak.

b. Jasa yang memenuhi atau melebihi harapan Wajib Pajak.

c. Suatu proses yang memenuhi atau melebihi harapan Wajib Pajak.
d. Lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan Wajib Pajak.

Tjiptono (2012:198) mengemukakan bahwa terdapat lima dimensi yang
digunakan untuk menilai kualitas pelayanan, yaitu:
a. Kehandalan (Reliability)

Kehandalan berkaitan dengan kemampuan aparat pajak untuk memberikan
pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan
menyampaikan sesuai dengan waktu yang disepakati.

b. Daya Tanggap (Responsiveness)

Daya tanggap berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan aparat pajak
untuk membantu Wajib Pajak dan merespon permintaan mereka, serta
menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan

pelayanan secara cepat.
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c. Jaminan (Assurances)

Jaminan adalah perilaku aparat mampu menumbuhkan kepercayaan dan
menciptakan rasa aman bagi Wajib Pajak. Jaminan juga berarti bahwa aparat
pajak selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang
dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah Wajib Pajak.

d. Empati (Emphaty)

Empati berarti aparat pajak memahami masalah Wajib Pajak dan bertindak
demi kepentingan Wajib Pajak, serta memberikan perhatian personal kepada
Wajib Pajak dan memiliki jam operasi yang nyaman.

e. Bukti Fisik (Tangibles)

Bukti fisik dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan dan material yang
digunakan aparat pajak, serta penampilan aparat pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak
berhubungan erat dengan kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak (fiskus)
kepada Wajib Pajak. Sehingga pelayanan yang diberikan aparat pajak bila tidak
memenuhi atau melebihi harapan Wajib Pajak, berarti pelayanan yang diberikan
tidak maksimal. Oleh karena itu, kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh
aparat ajak (fiskus) akan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Sedangkan semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan semakin baik juga
tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Yeyen Rumi
(2012:64) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

Wajib Pajak.
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Beberapa penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No. | Nama/Tahun Judul Variabel Model Hasil Penelitian
Analisis
1. | Verisca Dena | Pengaruh | Variabel Metode Hasil penelitian ini
Fitria (2010). | Pengetahu | dari Deskriptif | menunjukkan

an Kualitas Kuantitatif | adanya pengaruh
Perpajaka | Pelayanan variabel
n, Kualitas | yaitu pengetahuan pajak,
Pelayanan, | Kehandala kualitas pelayanan,
Pemeriksa | n, pemeriksaan, dan
an dan ketanggap kesadaran memiliki
Kesadaran | an, pengaruh yang
Terhadap | jaminan, signifikan terhadap
Kepatuhan | empati, kepatuhan Wajib
Wiajib wujud Pajak dalam
Pajak fisik, menyampaikan
Dalam memiliki Surat Pemberitahuan
Menyamp | pengaruh (SPT) .
aikan terhadap
Surat variabel
Pemberita | kepatuhan
huan Wajib
(SPT). Pajak.

2. | Yeyen Rumi | Pengaruh | Variabel Metode Setelah  melakukan

(2012). Kualitas Kualitas Deskriptif | uji regresi logistik

Layanan Layanan Kuantitatif | atau uji hipotesis,
Terhadap | berpengar maka hasilnya
Kepatuhan | uh kualitas layanan
Membayar | terhadap sangat berpengaruh
Wajib variabel positif terhadap
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Pajak Kepatuhan kepatuhan
(Studi Membayar membayar pajak.
Kasus di Pajak.
KPP
Kelapa
Gading).
Putut Tri Pengaruh | Variabel Metode Hasil penelitian
Aryobimo Persepsi persepsi Deskriptif | menunjukkan bahwa
(2012). Wajib kualitas Kuantitatif | persepsi Wajib
Pajak pelayanan Pajak tentang
tentang fiskus kualitas pelayanan
Kualitas berpengar fiskus, kondisi
Pelayanan | uh keuangan wajib
Fiskus terhadap pajak dan preferensi
Terhadap | variabel risiko berpengaruh
Kepatuhan | kepatuhan positif terhadap
Wajib Wajib kepatuhan Wajib
Pajak Pajak. Pajak.
dengan
Kondisi
Keuangan
Wajib

Pajak.
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C. Kerangka Konseptual

Pelaku Wajib Pajak jika memiliki pemahaman Wajib Pajak yang baik akan
berperilaku taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mengenai
peraturan perpajakan yang berlaku, pihak aparat pajak dapat memberikan kualitas
pelayanan yang baik dan tepat kepada Wajib Pajak, dan adanya pemberian
hukuman maupun sanksi pajak yang tegas oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa pihak internal maupun pihak-pihak
eksternal berperan aktif dalam melaksanakan kepatuhan Wajib Pajak. Perilaku-
perilaku yang termasuk dalam internal yaitu keinginan dan kemauan untuk
berpikir maju, sehingga individu-individu jelas akan melaksanakan kepatuhan
wajib dan juga akan mendapatkan manfaat ataupun timbal balik dimasa yang akan
datang. Pihak eksternal juga mampu memberi contoh, atau mendorong atau
memberi dukungan terhadap pihak internal sehingga mewujudkan satu tujuan
yang sama dalam hal kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam teori pembelajaran sosial, individu belajar untuk melakukan sesuatu
sesuai apa yang telah dilihat atau dirasakan. Seperti halnya mencontoh individu
lain untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak yang menjadi
kewajibannya. Berkaitan dengan teori atribusi, pihak eksternal menjadi sebuah
contoh untuk pihak internal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka disusun

kerangka konseptual sebagai berikut:

Kualitas Pelayanan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

/ PPh Pasal 21

Peraturan Dirjen Pajak
Nomor PER-02/PJ/2017

Gambar 2.2. Kerangka Konseptual
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D. Hipotesis
Berdasarkan kerangka konseptual tersebut di atas, maka penelitian ini
menyajikan hipotesis sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Yayasan Pendidikan
Islam Annur Prima Medan

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan
dengan jasa, manusia, proses, pemberian fasilitas-fasilitas dan lingkungan yang
memenuhi harapan pihak yang menginginkannya dengan tujuan agar pihak yang
dilayani merasa aman, nyaman, puas dan dihargai. Penelitian ini menunjukkan
adanya pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima

Medan.

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Sudah Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2017
pada Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan

Kualitas pelayanan pajak sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan

Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan atas Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2017 bahwa

dalam rangka menjamin pelayanan prima serta penyelenggaraan pelayanan yang

lebih seragam diperlukan pengaturan atas pengelolaan pelayanan di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode
kualitatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari data dan
menganalisis data serta menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian
secara sistematika dengan akurat dan jelas. Data yang digunakan adalah data
primer yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan
permasalahan yang diteliti. Sumber data primer penelitian ini diperoleh langsung
dari Wajib Pajak Badan yang penulis teliti sendiri.

Data ini berupa kuisioner yang telah diisi oleh Bendahara Yayasan yang
telah menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data
primer yang dipakai adalah metode angket (kuisioner). Sejumlah pernyataan
diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai
dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat para responden digunakan
skala 5 (lima) angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan

angka 1 untuk menyatakan sangat tidak setuju (STS).

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan pada
Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan yang beralamat di JIn. Rawe 1V
No. 23 A Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan, sedangkan waktu

penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2019.

22
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C. Definisi Operasional Variabel
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Badan
atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sedangkan variabel bebas dalam penelitian
ini yaitu kualitas pelayanan pajak. Definisi operasional dari masing-masing
variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Simon James dalam
Supadmi (2010:78) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah kesediaan Wajib
Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku
tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun
ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Pengukuran
variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik

pengukuran skala Likert dengan pola sebagai berikut:

SS = 5 = Sangat Setuju

S = 4 = Setuju

N = 3 = Netral

TS = 2 = Tidak Setuju

STS = 1 = Sangat Tidak Setuju

Selain patuhnya Wajib Pajak atas membayar pajaknya, perlu diketahui
bahwa Wajib Pajak haruslah diberi pemahaman yang cukup tentang perpajakan.
Tidak pahamnya akan pajak, akan menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak itu
sendiri. Indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman Wajib Pajak

antara lain:
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a. Memahami cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhutang.

b. Memahami cara memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang
harus dibayar dan angsuran pajak.

c. Memahami tata cara pembayaran pajak.

d. Memahami batas waktu pembayaran pajak.

e. Memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak.

f. Memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

g. Memahami cara penyampaian SPT.

h. Memahami batas waktu penyampaian SPT.

I. Memahami sanksi atas keterlambatan pelaporan pajak.

2. Kualitas Pelayanan Pajak

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan
kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan
yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus
(Supadmi, 2010:76). Kualitas pelayanan diukur menggunakan lima dimensi yang
dikemukakan oleh Parasuman dan Tjiptono (2012:54), yaitu kehandalan, daya
tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Indikator yang digunakan untuk
mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak antara lain:
a. Kehandalan
1) Memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan.
2) Dapat diandalkan dalam menangani masalah Wajib Pajak.
3) Memberikan pelayanan secara benar semenjak pertama kali.
4) Memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan.

5) Berusaha menghindari kesalahan dalam memberikan pelayanan.



25

b. Daya Tanggap

1) Menginformasikan kepada Wajib Pajak tentang kepastian waktu.

2) Penyampaian pelayanan.

3) Memberikan pelayanan yang segera atau cepat.

4) Bersedia untuk membantu Wajib Pajak.

5) Siap untuk merespon permintaan Wajib Pajak.

c. Jaminan

1) Dapat menanamkan rasa percaya kepada Wajib Pajak.

2) Membuat Wajib Pajak merasa aman sewaktu melaksanakan kewajiban
perpajakan.

3) Bersikap ramah kepada Wajib Pajak.

4) Mampu menjawab pertanyaan Wajib Pajak.

d. Empati

1) Memberikan perhatian secara individual kepada Wajib Pajak.

2) Memperlakukan Wajib Pajak secara penuh perhatian.

3) Mengutamakan kepentingan Wajib Pajak dengan sungguh-sungguh.

4) Dapat memahami kebutuhan Wajib Pajak.

5) Memiliki waktu operasi (jam kantor) yang nyaman.

e. Bukti Fisik

1) Tersedia peralatan yang modern.

2) Fasilitas fisik yang menarik secara visual.

3) Aparat pajak berpenampilan rapi dan profesional.

4) Materi-materi yang berkaitan dengan pelayanan yang menarik secara visual.
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D. Populasi Dan Sampel/Jenis Dan Sumber Data
1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011:80). Dalam
penelitian ini menggunakan populasi yaitu laporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
21 pada Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan.

Sampel adalah bagian populasi penelitian yang digunakan untuk
memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Dan dalam penelitian ini menggunakan
Purposive Sampling, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut misalnya orang yang dianggap
paling mengetahui tentang apa yang diharapkan dan mampu memberikan data
yang akurat dan lengkap.

2. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana data ini
mencakup deskripsi kualitas fenomena yang ada, yang biasanya sulit atau tidak
mungkin di ukur hanya dapat diberikan gambaran mengenai objek penelitian.

b. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
1) Data Primer
Merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak

melalui perantara). Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan
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yang telah terstruktur dan data hasil wawancara dengan tujuan untuk
mengumpulkan informasi dari para narasumber atau responden.
2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari dokumentasi yayasan seperti laporan
keuangan, bukti lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan buku panduan

pengisian SPT dari KPP Medan Belawan.

E. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data primer dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

1. Studi Pustaka

Sebagai teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara
menelusuri dokumen penting yang dianggap berkaitan dengan fokus penelitian.
Teknik ini disebut juga studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi
kepustakaan berupa teks atau gambar.
2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara
mendengar dan melihat perilaku atau fenomena sosial yang menjadi fokus
penelitiannya dalam rangka memperoleh data penelitian.
3. Wawancara
Teknik wawancara semi-struktur memberi peluang pada peneliti untuk
mengeksplorasi lebih dalam jawaban narasumber atas setiap pertanyaan yang
disampaikan. Peneliti menggunakan panduan wawancara untuk memastikan

semua topik wawancara ter-cover. Apabila ada jawaban yang dianggap kurang
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memuaskan, peneliti melakukan probing atau mencecar” informan dengan
improvisasi pertanyaan yang lebih mendalam.

Untuk mengukur pendapat narasumber atau responden digunakan skala Likert
lima angka pada daftar pertanyaan wawancara (kuesioner) untuk mengukur
kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yaitu mulai angka 1
untuk pendapat Sangat Tidak Setuju (STS) hingga 5 angka untuk pendapat Sangat
Setuju (SS). Berikut perinciannya:

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran

. Sifat Pernyataan
Skala Likert Positif Negatif
Sangat Setuju 5 1
Setuju 4 2
Netral 3 3
Tidak Setuju 2 4
Sangat Tidak Setuju 1 5

Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dalam

penelitian ini diadopsi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

F. Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif
yaitu:
1. Teknik Penyajian Data
Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun,
sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk
penyajian data kualitatif berupa teks naratif atau berbentuk catatan lapangan.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori
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dan sejenisnya. Maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

2. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Teknik ini bertujuan dimana hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil
tindakan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan
mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika pada tahap
kesimpulan awal bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke
lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian

kualitatif ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Sejarah Umum Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan
dan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan
kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
Empat catatan utama dari defenisi Yayasan yaitu:
a. Yayasan merupakan badan hukum.
Artinya, Yayasan secara hukum dianggap bisa melakukan tindakan-tindakan yang
sah dan mempunyai akibat hukum walaupun nantinya secara nyata yang bertindak
adalah organ-organ Yayasan, baik Pembina, pengawas maupun pengurusnya.
b. Yayasan memiliki kekayaan tertentu.
Artinya, Yayasan memiliki aset, baik bergerak maupun tidak, yang pada awalnya
diperoleh dari modal/kekayaan pendiri yang telah dipisahkan. Maka secara hukum
Yayasan memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dan mandiri.
c. Yayasan mempunyai tujuan tertentu.
Yang artinya merupakan pelaksanaan nilai-nilai, baik keagamaan, sosial maupun
kemanusiaan. Dari sini dapat diketahui bahwa Yayasan merupakan organisasi
nirlaba (mencari selisih aktiva) Fyang tidak bersifat mencari keuntungan (non
profit oriented) sebagaimana badan usaha lainnya seperti PT, CV, UD, Firma dan

lain-lain.
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d. Yayasan tidak mempunyai anggota.
Maksudnya Yayasan tidak mempunyai semacam pemegang saham sebagaimana
PT atau sekutu-sekutu dalam CV atau anggota-anggota dalam badan usaha
lainnya. Namun tentu saja Yayasan digerakkan oleh organ-organ Yayasan, baik
Pembina, pengawas dan terlebih lagi pengurus sebagai pelaksana hariannya.
Yayasan memiliki kekayaan sendiri yang dipisahkan dari kekayaan pendiri
atau pengurusnya, yang digunakan sebagai modal awal untuk melaksanakan
kegiatan. Adapun jumlah kekayaan awal Yayasan sebagaimana ditentukan dalam
pasal 6 PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan UU tentang Yayasan
adalah senilai Rp. 10.000.000,00. Senilai disini maksudnya bisa berbentuk uang
maupun barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.
Dokumen yang harus diurus untuk mendirikan Yayasan, yaitu:
a. Akta pendirian Yayasan dari notaris
b. Surat keterangan domisili perusahaan dari kelurahan dan kecamatan
c. Surat keterangan terdaftar/ NPWP dari kantor pajak
d. Surat keputusan kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia
e. Pengumuman dalam lembaran Berita Negara R1 dari Perum Percetakan Negara
RI
f. Tanda Daftar Yayasan dari Dinas Sosial
Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan adalah suatu lembaga yang
bergerak dibidang pendidikan. Berdiri sejak tahun 1997 yang pada masa awal
merintis, yayasan ini hanya menaungi satu unit jenjang sekolah saja yaitu

Raudhatul Atfal (RA) atau sederajat dengan Taman Kanak-Kanak (TK). Seiring
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berjalannya waktu, kini Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan semakin
berkembang yang saat ini sudah menaungi tiga unit jenjang sekolah yaitu:

a. Raudhatul Atfal (RA) sederajat dengan TK.

b. Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) sederajat dengan SD.

c. SMP Islam Terpadu.

Pada unit jenjang SMP ini, terdapat beberapa program kelas unggulan yaitu
Program Kelas Reguler dan Program Kelas Tahfidz Qur’an.

Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan memiliki beberapa
ekstrakurikuler di setiap jenjang yang bertujuan untuk pengembangan minat dan
bakat peserta didik. Berikut daftar nama ekstrakurikuler yang salah satunya wajib
diikuti bagi setiap peserta didik, yaitu:

a. Hasta Karya

b. Adzan

c. Sholawat

d. Memanah

e. Cooking Class
f. Enterpreneur

g. English Club

h. Public Speaking
i. Drum Band

J. Menari

K. Melukis & Mewarnai

. Futsal
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2. Visi dan Misi Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan
Berikut ini adalah visi Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan:

Menjadi Sekolah Islam Unggulan di Kota Medan Dalam Rangka Mewujudkan

Generasi Qur’ani, Cerdas dan Mandiri.

Dan berikut di bawah ini merupakan misi-misi Yayasan Pendidikan Islam

Annur Prima Medan:

a. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses kegiatan belajar mengajar.

b. Mengembangkan sistem pendidikan yang berorientasi pada siswa agar lebih
kreatif, inovatif dan mampu bereksplorasi dalam bingkai kaidah islam.

c. Mendidik siswa untuk senantiasa menjaga kelurusan kaidah dan kifrah,
ketaatan ibadah serta memiliki perilaku Islami dalam berinteraksi dengan
lingkungan sosialnya.

d. Membentuk siswa agar memiliki keunggulan kompetitif pada aspek
keberanian bertindak, bersikap dengan pencapaian prestasi akademik yang
unggul.

3. Logo Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan

Gambar 4.1. Logo YPI. Annur Prima Medan
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4. Struktur Organisasi Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan
Adapun struktur organisasi Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan,
yaitu:

STRUKTUR ORGANISASI
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANNUR PRIMA

PENGAWAS KETUA PEMBINA
Rahmawati, S.Ag. ML Nurul Fadhli, S.Si. Drs. H. Nurman S.
SEKRETARIS BENDAHARA PELAKSANA

1. Staff Tata Usaha & Operator (RA, MI,
SMP)

1. Guru / Tenaga Pendidik (RA, MI, SMP)

M. Norul Hamdi, S.E. Lisa Anike, S.Kom.

Gambar 4.2. Struktur Organisasi

5. Tugas Pokok dan Fungsi Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima
Medan

Yayasan Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam memajukan
pendidikan, khususnya di madrasah-madrasah yang sebagian besar merupakan
madrasah swasta. Peran Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan dalam
penyelenggaraan pendidikan juga diatur/dibimbing atau dibawah naungan
Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Yayasan banyak berperan dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan
Sumber Daya Manusia (SDM), dan sarana prasarana. Fungsi pembinaan yayasan
sudah dilakukan, terutama dalam pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM),
pembinaan managerial kepada kepala dan juga pengelolaan keuangan. Selain
pembinaan, yayasan juga membantu dalam penyelesaian konflik baik antar
individu maupun dengan antar unit/jenjang.

Berikut tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi Yayasan
Pendidikan Islam Annur Prima Medan:

a. Pembina:

1) Menerima laporan pelaksana kegiatan dari pengurus.

2) Memberikan teguran dan masukan terhadap laporan dan pelaksanaan kegiatan
yang tidak sesuai visi dan misi yayasan.

3) Memberikan arahan dan nasehat kepada pengurus serta menolak pelaksanaan

kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi yayasan.
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b. Pengawas:

1)

2)

3)

Menerima laporan pelaksana kegiatan dari pengurus.

Memberikan teguran dan masukan terhadap laporan dan pelaksanaan kegiatan
yang tidak sesuai visi dan misi yayasan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana rencana kerja dan

program kegiatan.

c. Ketua:

1)

2)

3)

4)

5)

Menjalankan visi dan misi yayasan sesuai dengan anggaran dasar.
Memberikan wewenang kepada para ketua divisi sehubungan dengan hal-hal
yang berkaitan dengan ruang lingkup masing-masing divisi.

Berhak mendelegasikan kepada salah satu pengurus harian dalam melakukan
hubungan dengan pihak-pihak diluar yayasan.

Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh anggota dan pengurus yayasan.
Mengkoordinasikan program kerja yayasan baik perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi, maupun pertanggungjawaban.

d. Sekretaris:

1)

2)

3)

4)

5)

Mengatur dan menertibkan pengorganisasian administrasi yayasan.

Mengatur pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang-barang milik
yayasan.

Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan operasional harian
yayasan.

Berhak dan mempunyai wewenang mendokumentasikan serta mengarsipkan

semua surat-surat masuk maupun keluar.

Bertanggung jawab kepada Ketua.
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e. Bendahara:

1) Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yayasan.

2) Membuat laporan keuangan secara periodik dan secara tertulis yang
disampaikan secara berkala.

3) Menyusun dan mengatur anggaran dengan mengkoordinasikan kepada Ketua
Umum.

4) Mengatur pencatatan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan,
surat-surat berharga, bukti kas yang berhubungan dengan kegiatan yayasan
dan dilaporkan secara transparan.

5) Mempunyai hak bertanya dan menyelenggarakan audit keuangan pada setiap
kepanitiaan.

6) Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

f. Pelaksana:

1) Staff Tata Usaha dan Operator:

a) Membantu ketua dalam pelaksanaan operasional administrasi.
b) Menghadiri rapat-rapat dan mengikuti pelaksanaan kegiatan yayasan.
c) Mengkoordinasikan pelaksanaan operasional harian yayasan bersama
pengurus dan staff.
d) Mengagendakan dan mempersiapkan surat-surat.
e) Menjaga inventaris kantor, kebersihan dan keindahan lingkungan kantor.
f) Menghadiri rapat-rapat dan mengikuti pelaksanaan kegiatan yayasan.
2) Guru/Tenaga Pendidik:

a)

Melaksanakan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan.
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b) Membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan serta kendala dan
hambatan dalam pelaksanaan.
¢) Menghadiri rapat-rapat dan mengikuti pelaksanaan kegiatan yayasan.
d) Melaksanakan program kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
e) Menghadiri rapat-rapat dan mengikuti pelaksanaan kegiatan yayasan.
6. Hasil Penelitian
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, dengan ini diberikan penegasan
tentang perlakuan Pajak Penghasilan bagi Yayasan atau organisasi yang sejenis

mulai tahun pajak 1995 sebagai berikut:

a. Umum

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1994, Yayasan atau organisasi yang sejenis adalah Subjek Pajak Penghasilan.

b. Penghasilan Yayasan atau organisasi yang sejenis yang bukan merupakan

Objek Pajak Penghasilan
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Penerimaan Yayasan yang bukan Objek Pajak adalah bantuan atau sumbangan,
harta hibahan, dividen atau bagian laba, dan bantuan atau sumbangan dari
Pemerintah.

c. Kualitas Pelayanan Pajak pada Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima
Medan

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2017, kualitas pelayanan

telah diatur dengan sedemikian rupa untuk menjamin pelayanan pada setiap

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan penyeragaman pengelolaan

pelayanan, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Bagi Yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak dibidang pendidikan,

yang merupakan Objek Pajak adalah:

1) Uang pendaftaran dan uang pangkal.

2) Uang seleksi penerimaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan.

3) Uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya
dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa/ mahasiswa/
peserta pendidikan.

4) Uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya, dan
sebagainya.

5) Penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan sebagainya.

6) Penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran/
pendidikan/ pelatihan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sehubungan dengan aspek perpajakan bagi yayasan, selama ini timbul
berbagai kesalahpahaman. Sebagai organisasi nirlaba, yayasan bebas dari pajak

karena tujuan yayasan adalah dibidang sosial, keagamaan atau kemanusiaan, yang
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semata-mata untuk kepentingan umum atau sosial. Untuk menjawab
permasalahan tersebut, maka perlu dikaji ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya menyangkut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
sebagai berikut:

a. Kedudukan Yayasan menurut UU Pajak

UU Pajak disusun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan
kesederhanaan. Sesuai dengan prinsip keadilan, Wajib Pajak yang setara
kemampuan ekonominya harus memikirkan kewajiban pajak yang setara pula.
Karena perkembangan kegiatan yayasan, maka dalam bidang perpajakan yayasan
dipandang mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga atau unit kegiatan
usaha lain.

b. Yayasan sebagai Wajib Pajak

Untuk menentukan apakah yayasan memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak dan
dikenakan pajak penghasilan maka terlebih dahulu harus dilihat pengertian Wajib
Pajak. Secara umum yang dimaksud Wajib Pajak adalah subjek pajak yang
memiliki objek pajak. Adapun subjek pajak yaitu orang pribadi, warisan yang
belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap (UU No. 17
Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan).

Adapun yang termasuk badan meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
BUMN/BUMD, yayasan. Jadi dengan demikian jelas bahwa yayasan memenuhi

syarat sebagai subjek pajak.
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Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan Tahun 2015 s/d 2018

Tahun Pemasukan Pengeluaran L/R
2015 484.500.000 489.300.000 (800.000)
2016 542.400.000 543.300.000 (900.000)
2017 741.000.000 742.000.000 (1.000.000)
2018 893.480.000 894.408.000 (928.000)

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Medan Belawan memberikan penyuluhan atau sosialisasi

kepada Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan tentang kewajiban

perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Badan. Informasi yang

disampaikan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Belawan

menumbuhkan niat kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya. Khususnya pada pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima

Medan mengalami kerugian maka pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Badan dinyatakan nihil. Namun walaupun nihil tetap wajib menyampaikan

laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan.
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B. Pembahasan
1. Tingkat Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan atas Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Yayasan Pendidikan Islam Annur
Prima Medan

Pada dasarnya, aparat pajak haruslah memiliki kualitas dalam pelayanannya.
Dengan semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan, sudah pasti akan
meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Seperti pada
tahun 2016, KPP Medan Belawan yang beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso No.
27 Km 8,2 Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara
mengadakan sosialisasi pengisian e-SPT dan memberikan pemahaman tentang
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Hal tersebut sangat diterima dengan baik oleh pihak Yayasan Pendidikan
Islam Annur Prima Medan dengan menugaskan Bendahara Yayasan yang sedang
menjabat di masa jabatan tahun 2016 untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Banyak
hal yang dapat dipelajari dan diketahui dari sosialisasi yang diadakan KPP Medan
Belawan. Penyambutan aparat pajak kepada para tamu juga sangat ramah tamah,
suasana ruang sosialisasi juga bersih dan sejuk, sehingga para tamu pun merasa
nyaman.

Namun seiring berjalannya waktu, aparat pajak sudah mulai menunjukkan
sikap yang baik dan mulai meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada sosialisasi
ini pihak aparat pajak selain memberikan pemahaman kepada para Wajib Pajak

baik yang hadir Pimpinan Instansi maupun Bendahara Yayasan, aparat juga
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membagikan buku panduan pengisian SPT secara gratis dan juga beberapa tutorial

dan installer e-SPT dalam bentuk CD.

, 2010 - eSPT PPh Tahunan Badan 1771 Rupiah v1.2
, 2010 - eSPT PPh Tahunan Badan 1771 Rupiah vl1.2 Patch Update
. PATCH TERBARU

. Video Simulasi Pengisian e5PT PPh Tahunan Badan-Contoh WP Penghasilan Final
) Video Simulasi Pengisian eSPT PPh Tahunan Badan-Contoh WP Penghasilan Non Final
@J e-5PT Badan Tahunan
#] €SPT PPh Tahunan
32 PATCH TERBARU
HEIJ PLOSLEUPS0072016-00 Panduan mengisi e-5PT PPh Tahunan Badan

Gambar 4.3. CD Bahan Ajar E-SPT Tahunan Badan
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Gambar 4.4. Buku Panduan Pengisian SPT
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Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan oleh aparat pajak mudah
dipahami dan diterima dengan sangat baik oleh para tamu (Pimpinan Instansi
maupun Bendahara Yayasan). Adanya sosialisasi ini, KPP Medan Belawan
berharap menumbuhkan pemahaman yang baik pada Wajib Pajak tentang Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 Badan dan berharap semakin meningkatnya tingkat
kepatuhan Wajib Pajak.

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2017 pada
Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan

Ketentuan mengenai standar pelayanan menjamin pelayanan prima dalam

pengaturan atas pengelolaan pelayanan pajak. Ketentuan dalam Peraturan Dirjen

Pajak Nomor PER-02/PJ/2017 terdapat ketentuan yang berkaitan dengan sistem

pelaporan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk

elektronik (e-SPT) maka Surat Pemberitahuan (SPT) dan layanan tersebut
diproses pada sistem aplikasi.

Dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan terhadap Wajib

Pajak menunjuk pegawai sebagai petugas helpdesk di Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Medan Belawan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya, sesuai kewenangan pelaksana yang ditunjuk dari Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Medan Belawan.

Terkait dengan penjelasan di atas, Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan

melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sejak tahun pajak 2016 sampai

dengan 2018 telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan Nibhil.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap bendahara Yayasan yang saat ini
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sedang menjabat yaitu Ibu Lisa Anike, S.Kom., beliau menjelaskan tahap-tahap
atau prosedur pelaporan yang harus disiapkan sebelum melaporkan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan.

Pada tahun 2016 seperti yang dijelaskan di atas, KPP Medan Belawan
mengadakan diklat sosialisasi E-SPT dan memberikan pemahaman kepada Wajib
Pajak atas kewajiban perpajakannya, Bendahara Yayasan mengikuti sosialisasi
tersebut. Penulis mengadakan wawancara pribadi terkait hasil dari sosialisasi yang
diikuti Bendahara Yayasan.

Setelah mendapatkan pemahaman, bendahara Yayasan pun memaparkan hasil
yang didapat dari sosialisasi tersebut. Yang pertama sekali dilakukan adalah
membuat laporan keuangan laba rugi Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima
Medan dalam periode satu tahun. Laporan laba rugi dibuat secara singkat dan
jelas. Kemudian Bendahara juga membuat laporan neraca Yayasan dan telah
diketahui bahwa Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan akan
melaporkan SPT Tahunan Badan Nihil.

Untuk mengisi SPT Tahunan Badan Nihil, formulir yang diperlukan adalah
Formulir 1721 (SPT Masa Pajak Penghasilan 21 atau Pasal 26), dan lembaran SSP
(Surat Setoran Pajak). Kedua formulir ini dapat diperoleh di Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) setempat. Selain itu, formulir tersebut juga dapat diunduh di situs
resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Formulir 1721 ini harus dibuat oleh pemberi kerja dan diberikan kepada penerima
penghasilan (karyawan atau pegawai) pada setiap akhir periode penerimaan

penghasilan atau paling lambat bulan berikutnya. Sebagai contoh:
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a. Jika periode penerimaan penghasilan bulan Januari sampai dengan Desember,
maka bukti pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-Al diberikan pada akhir
bulan Desember atau paling lambat bulan Januari di tahun berikutnya.

b. Jika periode penerimaan penghasilan kurang dari satu tahun, maka bukti
pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1 harus diberikan pada bulan
terakhir atau paling lambat bulan berikutnya setelah berakhirnya periode
penerimaan penghasilan. Contoh periode penerimaan penghasilan bulan
Januari sampai dengan Mei, maka bukti pemotongan PPh Pasal 21 Formulir
1721-A1 harus diberikan pada akhir bulan Mei atau bulan Juni.

PPh Badan Nihil dapat diartikan bahwa tidak ada kegiatan perusahaan sepanjang

satu tahun atau ada kegiatan tetapi pajaknya final semua. Atau bisa jadi ada

kegiatan tetapi setelah dihitung-hitung ternyata pajak kurang bayarnya menjadi

nol rupiah.

Contoh kasus ini biasanya lebih sering terjadi pada perusahaan-perusahaan

berskala kecil atau menengah yang mengandalkan usahanya pada tender proyek

Pemda atau lainnya. Apabila kondisi perusahaan menganggur atau tidak ada

kegiatan sama sekali, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu

Laporan Keuangan (neraca dan/atau laporan penyusutan harta), e-SPT Tahunan

PPh Badan dan database-nya dan juga e-FIN.

Bayar pajak menjadi kewajiban siapa saja yang terdaftar sebagai Wajib Pajak,

baik perorangan maupun badan. Selain membayar pajak sebagai kontribusi wajib

kepada Negara, Wajib Pajak juga harus melaporkan kegiatan perpajakannya

dalam bentuk Surat Pemberitahuan.
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Surat Pemberitahuan sendiri terbagi menjadi Surat Pemberitahuan Masa (SPT

Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Bedanya, SPT Masa

wajib dilaporkan pada masa tertentu (bulanan). Sementara SPT Tahunan wajib

dilaporkan tiap tahun.

Ada kalanya status SPT bisa nihil/kurang bayar, artinya bagi perorangan, ini

terjadi karena penghasilannya kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sementara bagi Pengusaha Kena Pajak, SPT Nihil terjadi karena nilai Pajak

Masukan sama dengan Pajak Keluaran. Untuk badan usaha, SPT Nihil terjadi

karena tidak adanya kegiatan usaha, status pajaknya final, atau pajak kurang

bayar.

Sekalipun nihil, Wajib Pajak tetap diharuskan membuat laporan SPT Nihil

tersebut. Namun, bagi yang biasa melaporkan SPT Masa Nihil, kini pelaporan

SPT Nihil tidak lagi wajib lapor.

Berikut penjelasan cara pengisian SPT Tahunan Badan Nihil:

a. Bagian A, berisi tentang Identitas Pemotong yang meliputi Masa Pajak bulan
dan tahun, NPWP, nama, alamat perusahaan, nomor telepon kantor, dan
alamat email kantor (harus diisi dengan lengkap dan benar).

b. Bagian B, berisi tentang Objek Pajak (Objek Pajak dan kolom-kolomnya
dapat dikosongkan saja).

c. Sedangkan Bagian C, berisi tentang Pajak Final (dapat dikosongkan saja).

d. Bagian D, yaitu Lampiran (dapat dikosongkan saja).

e. Bagian Pernyataan, dan tanda tangan pemotong. Pertama, centang kotak
Pemotong. Lalu isikan nama Direktur atau Wakil Direktur, tanggal hari

pelaporan, tempat dan tanda tangan serta cap stempel perusahaan.
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Formulir SSP terdiri dari 3 lembar, cara pengisiannya cukup mudah.
Pertama, isikan nomor NPWP Perusahaan, Nama Wajib Pajak, dan alamat Wajib
Pajak. Kemudian, isi kode akun pajak dan kode setoran. Lanjutkan dengan
mengisi uraian pembayaran PPh. Jangan lupa untuk centang bulan yang
dilaporkan.

Lalu, isi jumlah pembayaran nol rupiah dan terbilang nihil. Bagian Wajib
Pajak kanan bawah diberi tanggal dan stempel cap Perusahaan dan tanda tangan
serta nama jelas. Jangan lupa untuk menambahkan stempel juga di halaman
berikutnya. Setelah semua formulir diisi dengan benar dan lengkap, lalu serahkan
kepada petugas pajak di KPP terdekat.

Untuk melakukan lapor SPT Tahunan Badan Nihil secara online, seperti
pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Yayasan Pendidikan Islam Annur
Prima Medan yang dilakukan secara online, berikut beberapa langkahnya:

a. Buka aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan, kemudian buka database Wajib
Pajak. Apabila database masih baru, maka otomatis akan diminta untuk
mengisikan NPWP terlebih dahulu.

b. Setelah NPWP terisi dengan benar, maka muncul isian menu Profil Wajib
Pajak. Isi seluruh data yang dibutuhkan secara lengkap pada halaman 1 dan 2.
Jika seluruh data sudah terisi, lalu klik “Simpan”.

c. Setelah menyimpan profil Wajib Pajak, maka akan muncul kotak dialog login
e-SPT, lalu isikan username dan password.

d. Kemudian untuk buat SPT, klik “Buat SPT”. Seperti mengisi berkas SPT
fisik pada umumnya, pengisian SPT dimulai dari bagian lampiran-lampiran

terlebih dahulu lalu bagian induk SPT yang terakhir.
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e. Setelah semua proses terisi dengan lengkap dan benar, langkah selanjutnya
adalah melakukan lapor SPT. Pastikan jangan sampai terlambat untuk lapor
SPT karena sanksinya adalah denda sebesar satu juta rupiah untuk

keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas
pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 pada Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan, maka penulis

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh pihak DJP maupun KPP (aparat

pajak atau fiskus) sampai saat ini sudah cukup baik. Hal ini ditunjang dengan
kemampuan pihak KPP untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak
pertama kali dan menyampaikan pelayanannya sesuai dengan waktu yang
disepakati. Kesediaan dan kesiapan para petugas untuk membantu para Wajib
Pajak dan memberikan pelayanan secara cepat, perilaku para aparat pajak yang
mampu menumbuhkan kepercayaan para Wajib Pajak terhadap pajak
yayasannya, kemampuan petugas aparat pajak dalam memahami masalah para
Wajib Pajak dan bertindak demi kepentingan Wajib Pajak, serta tersedianya
fasilitas fisik (buku panduan perpajakan) dan perlengkapan instansi/yayasan
yang baik dalam menunjang pelayanan. Mampu menumbuhkan pemahaman
para Wajib Pajak dengan mengadakan sosialisasi khusus penyuluhan e-SPT
dan pemahaman tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Badan yang
mengundang beberapa yayasan pendidikan di kota Medan yang sangat
disambut positif oleh pihak yayasan terutama Yayasan Pendidikan Islam Annur

Prima Medan.
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2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima
Medan sudah sangat baik dan meningkat. Hal ini dibuktikan dengan keadaan
Wajib Pajak secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
perpajakan dan memenuhi kewajiban secara material sesuai isi dan jiwa
Undang-Undang perpajakan. Berdasarkan sosialisasi e-SPT maka pelaporan
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Yayasan Pendidikan Islam
Annur Prima Medan mengalami peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan
berdasarkan kualitas pelayanan pajak yang diterima sehingga pada tahun 2016
s/d 2018 Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan sudah melaksanakan
pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
21 dengan besaran kewajiban Wajib Pajak Badan sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan dan selalu memenuhi kewajiban perpajakannya sejak tahun
2016 hingga saat ini.

3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak pada Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan.
Kepatuhan Wajib Pajak Yayasan yang semakin baik atau tinggi disebabkan
oleh meningkatnya kualitas pelayanan aparat pajak yang memberikan
pemahaman pada Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya dan adanya
layanan e-SPT yang sangat efektif dan memudahkan bagi Wajib Pajak Yayasan

Pendidikan Islam Prima Medan.
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B. Saran
1. Saran Untuk Aparat Pajak

Sebaiknya aparat pajak baik pada DJP maupun KPP harus terus
meningkatkan kualitas pelayanannya bukan hanya pada layanan online tetapi juga
pelayanan antar nuka di setiap KPP di seluruh Indonesia. Sebaiknya selalu
manfaatkan waktu bekerja dengan baik dan datang ke kantor tepat waktu. Dan
juga sebaiknya sesering mungkin melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang
perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan karena dengan
kualitas pelayanan dan pemahaman yang diberikan aparat pajak kepada Wajib
Pajak sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya pada
Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan.
2. Saran Untuk Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan

Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban
perpajakan yang di dapat dari sosialisasi yang diadakan pihak KPP Medan
Belawan, maka sebaiknya pihak Yayasan dapat mempertahankan bahkan
meningkatkan lagi tingkat kepatuhannya terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
21. Ketua Yayasan diharapkan dapat bekerja sama dengan baik pada Bendahara
Yayasan agar selalu tepat waktu untuk melaporkan SPT Tahunan Badan Nihil di
Yayasan Pendidikan Islam Annur Prima Medan walaupun nantinya ada
pergantian Bendahara Yayasan yang baru menggantikan yang lama. Maka Ketua
Yayasan dapat membimbing Bendahara Yayasan yang baru untuk mengikuti

sosialisasi dari KPP terdekat.
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3. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang
serupa tentang pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak
di masa yang akan datang, namun dengan unit dan analisis yang berbeda serta
penggunaan sampel yang lebih banyak agar menjadi referensi bagi KPP lainnya di

seluruh Indonesia untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanannya.
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